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ABSTRACT

Writing the law on the implementation of land acquisition rights fo buildings
through the release of ownership rights in Prambanan District, Klaten Regency,
aims to determine the implementation of land acquisition rights for buildings by
companies. The formulation of the problem is how the implementation of obtaining
land use rights for the company through the release of property rights in
Prambanan District, Klaten Regency. This legal writing is an empirical research.
PT. IGP Internasional Klaten and PT. Dion Farma Abadi can obtain Right to Build
land through the release of Ownership Rights. Evidence of physical ownership of
land by the company in the form of an Agreement between the company and the
owner of the land title signed in front of the Notary & PPAT, proof of payment of
replacement money, and the Deed of Relinquishment of Rights signed by the owner
of land rights in front of the Notary & PPAT. Land controlled by the company which
is still agricultural land must be drained into non-agricultural land (land
conversion). The Land Use and Utilization Permit (IPPT) is issued by the Regional
Government of Klaten Regency as a sign of approval for the conversion of land
functions (agricultural land into non-agricultural land). The Land Office then
issues Land Technical Considerations in the framework of approval / rejection of a
Location Permit. Companies can apply for a building use right after obtaining a
location permit issued by the Klaten Regency Land Office. Land parcels for which
the company has applied for Building Use Rights with proof of title in the form of
Letter C must be registered for the first time before being released of their rights,
while land parcels that are already in the form of a Property Rights certificate can
be immediately released by the Klaten Regency Land Office. The release of land
rights is immediately followed up with the application process for building use
rights. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that
the land acquisition by the company to acquire land use rights for buildings in
Prambanan District, Klaten Regency, Central Java Province has been carried out
in accordance with the prevailing laws and regulations in the land sector.

Key words: Release of Property Rights, Land Conversion, Building Use Right.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa:
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Berdasarkan isi pasal diatas maksud dari “dikuasai oleh negara” yaitu negara
mempunyai tugas untuk memberikan kesejahteraan, kebahagiaan dan
kemakmuran kepada masyarakat yang seadil-adilnya dengan cara mengatur
segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini dilakukan
dengan maksud untuk mencegah adanya monopoli sumber daya alam yang
terjadi di antara masyarakat sehingga semua dapat merasakan sumber daya
alam yang dimiliki baik sumber daya alam di luar permukaan bumi ataupun di
dalam perut bumi.

Dengan melihat ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 tersebut, agar dapat melaksanakannya dengan baik dan benar perlu
adanya aturan yang lebih lanjut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya kemudian
disebut UUPA. UUPA bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar hukum bagi
penyusunan Hukum Agraria Nasional, meletakkan dasar-dasar untuk
mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan,

meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-



hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.! Pasal 4 ayat (1) UUPA menentukan
bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang,
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan
hukum. Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA diatur berbagai hak atas tanah yaitu
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak
Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan Hak yang sifatnya
sementara seperti Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan
Hak Sewa Tanah Pertanian. Dalam skripsi ini dibahas mengenai Hak Milik dan
Hak Guna Bangunan.

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah. Pasal 20 ayat (2) UUPA menentukan bahwa Hak
Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak Milik beralih
merupakan berpindahnya Hak Milik atas tanah dikarenakan suatu peristiwa
hukum. Hak Milik dialihkan adalah berpindahnya Hak Milik dikarenakan
adanya suatu perbuatan hukum sebagai contoh antara lain yaitu jual beli, hibah,
tukar menukar. Yang dapat menjadi subyek Hak Milik adalah warga negara
Indonesia dan badan hukum tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum Yang Dapat
Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat

! Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, him.29.



Mempunyai Hak Milik atas tanah menentukan bahwa badan hukum yang dapat

mempunyai Hak Milik adalah:

1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara)

2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas
Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembar Negara Tahun 1958
Nomor 139)

3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria
setelah mendengar Menteri Agama

4. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah
mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Badan hukum selain yang disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum
yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas tanah tidak mendapatkan pengakuan
atas tanah dengan status Hak Milik. Badan hukum tersebut masih dapat
memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan
Hak Pakai.

Tidak semua Badan hukum dapat menjadi subyek Hak Milik tetapi
badan hukum atau perusahaan dapat memperoleh tanah Hak Milik melalui
pemindahan hak atau pelepasan tanah Hak Milik. Tanah Hak Milik yang
dilepaskan kemudian menjadi tanah negara. Badan hukum atau perusahaan
tersebut kemudian mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan diatas tanah
negara tersebut. Dalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang



Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
ditentukan bahwa perolehan tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak
dilakukan apabila tanah yang diperlukan dipunyai dengan Hak Milik atau hak
lain yang tidak sesuai dengan jenis hak yang diperlukan oleh perusahaan dalam
menjalankan usahanya, dengan ketentuan bahwa jika yang diperlukan adalah
tanah dengan Hak Guna Bangunan, maka apabila perusahaan yang
bersangkutan menghendaki, perolehan tanahnya dapat dilakukan melalui
pemindahan hak dengan mengubah hak atas tanah tersebut menjadi Hak Guna
Bangunan menurut ketentuan dalam Keputusan ini. Pasal 23 UUPA
menentukan bahwa terjadinya Hak Milik, peralihan, hapus dan pembebanan
Hak Milik harus didaftarkan.

Hak Guna Bangunan sesuai Pasal 35 UUPA yaitu hak untuk mendirikan
dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi Hak Guna Bangunan itu
adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan yang didirikan
tersebut. Kemudian tanah Hak Guna Bangunan adalah tanah yang bukan
miliknya, artinya tanah tersebut dapat berupa tanah Hak Milik orang lain atau
tanah negara.

Kabupaten Klaten diapit oleh dua kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan
Kota Solo. Hal tersebut menyebabkan Kabupaten Klaten memiliki lokasi yang
strategis sehingga banyak perusahaan yang berminat untuk menanamkan
modal dikarenakan Kabupaten Klaten dapat dengan mudah mendistribusikan

barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk menanamkan modal



tersebut maka perusahaan membutuhkan tanah agar dapat membangun pabrik
dan gudang sebagai tempat untuk menyimpan barang. Sesuai RTRW
Kabupaten Klaten yang ada saat ini salah satu daerah yang merupakan zona
industri di Kabupaten Klaten adalah Kecamatan Prambanan. Kebanyakan
tanah di Kecamatan Prambanan berupa tanah Hak Milik dan berbentuk tanah
pertanian. Padahal perusahaan tidak merupakan subyek Hak Milik. Kondisi
tersebut mengakibatkan perusahaan menempuh proses yang cukup panjang
untuk memperoleh guna membangun pabrik dan gudang. Pemegang Hak Milik
melepaskan tanah Hak Miliknya menjadi tanah negara. Kemudian perusahaan
mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan di atas tanah negara tersebut
kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
Rumusan Masalah

Rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan perolehan tanah
Hak Guna Bangunan untuk perusahaan melalui pelepasan Hak Milik di
Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten?
Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa
pelaksanaan perolehan tanah Hak Guna Bangunan untuk perusahaan melalui
pelepasan Hak Milik di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.
Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pertanahan



mengenai pelaksanaan perolehan tanah Hak Guna Bangunan untuk

perusahaan melalui pelepasan Hak Milik di Kecamatan Prambanan

Kabupaten Klaten.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran, masukan dan

saran bagi:

a. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;

b. Pemilik tanah dan perusahaan yang melepaskan tanah Hak Milik;

c. Masyarakat umum dan perusahaan yang berencana untuk melepaskan

tanah Hak Milik.
E. Keaslian Penelitian

1. a. Judul Penelitian

b. Identitas
1) Nama
2) Fakultas
3) Universitas
4) Tahun

¢. Rumusan Masalah

Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak
Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Di

Kabupaten Gunungkidul.

Guntoro

Hukum

Gadjah Mada

2010

1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran
peralihan Hak Milik atas tanah karena

pewarisan di Kabupaten Gunungkidul?



d. Hasil Penelitian

2) Apa saja yang menjadi hambatan-
hambatan dalam proses pendaftaran
peralihan Hak Milik atas tanah karena
pewarisan di Kabupaten Gunungkidul?

Mengenai pelaksanaan pendaftaran Hak

Milik atas tanah karena pewarisan di

Kabupaten Gunungkidul, untuk proses

peaksanaannya sudah berjalan dengan baik,

akan tetapi masih banyak masyarakat yang
belum melaksanakan pendaftaran. Masih
banyak tanah yang belum terdaftar atau
belum sertipikat di Kabupaten Gunungkidul
termasuk tanah warisan sehingga untuk
melakukan pendaftaran peralihan hak
karena pewarisan harus dua kali proses,
yaitu proses pendaftaran tanah untuk
pertama kali dan peralihan hak karena
pewarisan. Untuk hambatan terhadap
pelaksanaan pedaftaran peralihan Hak Milik
yaitu belum ada biaya, belum ada
kesepakatan, belum ada kepentingan
mendesak dan karena ada ahli waris yang

tinggalnya jauh, sehingga kesulitan dalam



membuat surat pernyataan keterangan
waris.
Perbedaan penelitian hukum di atas dengan penelitian hukum yang diteliti
terletak pada fokus dari penelitian hukum. Isi dari penelitian hukum di atas
mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik karena pewarisan. Isi
dari penelitian ini mengenai pelaksanaan perolehan tanah Hak Guna Bangunan
untuk perusahaan melalui pelepasan Hak Milik di Kecamatan Prambanan
Kabupaten Klaten.
2. -~ a. Judul Penelitian . Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak
Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Setelah
Pemekaran Kantor Pertanahan Kota
Surabaya Berdasarkan Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 16

Tahun 2010.
b. Identitas
1) Nama . Endah Trimawarni
2) Fakultas : Hukum
3) Universitas . Gadjah Mada
4) Tahun . 2014
c. Rumusan Masalah  : 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran

peralihan Hak Milik atas tanah karena

jual beli dikaitkan dengan jangka waktu



d. Hasil Penelitian

penyelesaian setelah pemekaran Kantor
Pertanahan Kota Surabaya?

2) Permasalahan-permasalahan apa saja
yang dihadapi dalam penyelesaian
peralihan Hak Milik atas tanah karena
jual beli setelah pemekaran Kantor
Pertanahan Kota Surabaya?

3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan
untuk mengatasi permasalahan yang
timbul dalam penyelesaian peralihan Hak
Milik atas tanah karena jual beli setelah
pemekaran Kantor Pertanahan Kota
Surabaya?

Mengenai jangka waktu penyelesaian

peralihan Hak Milik atas tanah karena jual

beli setelah pemekaran Kantor Pertanahan

Kota Surabaya tidak mengalami perubahan

yang signifikan, belum tercapai yang

menjadi tujuan dari pemekaran Kantor

Pertanahan Kota Surabaya yaitu

peningkatan kualitas pelayanan di bidang

pertanahan. Penyeesaian yang terjadi dalam

penyelesaian peralihan Hak Milikatas tanah



antara lain; dokumen yang diterima di loket
penerimaan dokumen setelah dikorbekasi
atau diteliti tidak lengkap, pengorbekasian
dokumen memerlukan waktu yang lama
serta tidak dipisahkan antara petugas loket
penerimaan dokumen yang masuk pertama
dengan dokumen yang masuk setelah revisi.
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi
permasalahan yaitu pemohon sebelum
mengajukan  permohonan  pendaftaran
peralihan Hak Milik atas tanah karena jual
beli meneliti terlebih dahulu akta jual beli
tersebut, dan penambahan pegawai Kantor
Pertanahan Kota Surabaya | dan Il pada

loket penerimaan dokumen.

Perbedaan penelitian hukum di atas dengan penelitian hukum yang diteliti

terletak pada fokus dari penilitian hukum. Isi dari penelitian hukum di atas

mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual

beli setelah pemekaran kantor pertanahan. Isi dari penelitian ini mengenai

pelaksanaan perolehan tanah Hak Guna Bangunan untuk perusahaan melalui

pelepasan Hak Milik di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.

a. Judul Penelitian

Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas

Tanah Melalui Jual Beli Ditinjau Dari
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b. Identitas
1) Nama
2) Fakultas
3) Universitas
4) Tahun

¢. Rumusan Masalah

d. Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Aulia Mohammad Faisal Shofa

Hukum

Jember

2016

1) Bagaimana proses pelaksanaan
peralihan Hak Milik atas tanah melalui
jual beli?

2) Hambatan apakah yang timbul dalam
proses pendaftaran peralihan Hak Milik
atas tanah melalui jual beli?

3) Bagaimana upaya penyelesaian dalam
mengatasi  hambatan dalam proses
pendaftaran peralihan Hak Milik atas
tanah melalui jual beli?

Berdasarkan UUPA pemindahan Hak Atas

Tanah melalui jual beli tersebut harus

didaftarkan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember. Pada prinsip tujuan

pendaftaran tanah ialah memenuhi asas

publisitas dan  memberi  kekuatan
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pembuktian. Hambatan yang terjadi yaitu
pendaftaran belum dapat dilaksanakan
secara baik dikarenakan kurangnya sumber
daya manusia terhadap pengetahuan
Prosedur Pendaftaran Tanah dan kurangnya
tenaga ahli di kantor PPAT. Upaya Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember untuk
meminimalisir hambatan tersebut adalah
melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi
kepada masyarakat guna mengetahui
informasi  teknis  untuk  melakukan
pendaftaran tanah dan peralihan Hak Atas
Tanah.
Perbedaan penelitian hukum di atas dengan penelitian hukum yang diteliti
terletak pada fokus dari penelitian hukum. Isi dari penelitian hukum di atas
mengenai pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah melalui jual beli ditinjau
dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Isi dari penelitian ini mengenai pelaksanaan perolehan tanah Hak Guna
Bangunan untuk perusahaan melalui pelepasan Hak Milik di Kecamatan

Prambanan Kabupaten Klaten.
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F. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak
atas tanah mempunyai fungsi sosial ( Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Pokok Agraria).

2. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 20 tahun (Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria).

3. Perolehan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui
pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak
atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak (Pasal 1
butir 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 21 Tahun 1994).

4. Perolehan tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak dilakukan apabila
tanah yang diperlukan dipunyai dengan Hak Milik atau hak lain yang tidak
sesuai dengan jenis hak yang diperlukan oleh perusahaan dalam
menjalankan usahanya, dengan ketentuan bahwa jika yang diperlukan
adalah tanah dengan Hak Guna Bangunan, maka apabila perusahaan yang
bersangkutan menghendaki, perolehan tanahnya dapat dilakukan melalui
pemindahan hak dengan mengubah hak atas tanah tersebut menjadi Hak

Guna Bangunan menurut ketentuan dalam Keputusan ini (Pasal 3 ayat (3)
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Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 21 Tahun 1994).

5. Perusahaan adalah perusahaan penanaman modal yang sudah memperoleh
Izin Lokasi dalam rangka penanaman modal (Pasal 1 butir 11 Keputusan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 1994).

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum empiris dilakukan secara langsung kepada responden dan
narasumber sebagai data utama yang juga didukung oleh data sekunder.?
Penelitian jenis ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan
nyata yang terjadi di masyarakat dengan memiliki maksud untuk
mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah
data yang dibutuhhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi
masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.®

2. Sumber Data

Sumber data dalam Skripsi ini berupa data primer dan data
sekunder.
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden

dan narasumber tentang objek yang diteliti sebagai data utama.

2 Masri Singarimbun, 1981, Metode Penelitian Hukum dan Survei, LP3 ES, him. 1.
3 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, him. 15.
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b. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang
mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan objek yang diteliti, yaitu:*

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang
Pokok Agraria.

c¢) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan
Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas
Tanah.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah.

g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

4 Amiruddin dan H. Zainalsi Akin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo
Persada, Jakarta, him. 118.
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h) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi
Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

i) Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi
Perusahaan Dalam Rangka Menanam Modal.

J) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2011
tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

K) Peraturan Menteri ATR/APBN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin
Lokasi.

I) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pertimbangan Teknis Pertanahan.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, literatur,
fakta hukum, dan website.

3. Cara Pengumpulan Data
a. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Kuesioner
merupakan daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator dari
variabel penelitian yang harus dijawab oleh responden.® Wawancara
adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan

suatu pertanyaan secara langsung kepada narasumber.

5 Widodo, 2004, Cerdik Menyusun Proposal Penelitian, Jakarta, him. 49.

16



b. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mempelajari
bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-
buku, pendapat hukum dan hasil penelitian.

4. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Kemudo Kecamatan Prambanan

Kabupaten Klaten. Kecamatan Prambanan terdiri dari 16 desa. Dari 16 desa

tersebut ada empat desa yang warganya melepaskan Hak Miliknya kepada

perusahaan yaitu Desa Kemudo, Desa Bugisan, Desa Sanggrahan, dan Desa

Tlogo. Dari empat desa tersebut diambil satu desa untuk diteliti dengan

metode Purposive Sampling yaitu salah satu teknik sampling non random

sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara
menetapkan ciri-ciri khusus, karena di Desa Kemudo paling banyak terjadi
pelepasan Hak Milik kepada perusahaan. Di Desa Kemudo terdapat empat
perusahaan yang melepaskan tanah Hak Milik dari dari pemegang Hak

Milik, yaitu PT. Sido Muncul, PT. Sari Husada, PT. IGP Internasional

Klaten, dan PT. Dion Farma Abadi tetapi dari empat perusahaan tersebut

hanya dua perusahaan yang dapat dihubungi dan memberikan data yaitu PT.

IGP Internasional Klaten dan PT. Dion Farma Abadi.

5. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan unit atau manusia dengan

memiliki ciri atau karakteristik yang sama.® Populasi dalam penelitian ini

& Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Op. Cit., him. 95.
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ada dua macam yaitu pemegang Hak Milik dan perusahaan. Pemegang
Hak Milik terbagi menjadi dua yaitu 19 pemegang Hak Milik dari 19
bidang tanah yang dilepaskan oleh PT. IGP Internasional Klaten dan 16
pemegang Hak Milik dari 16 bidang tanah yang dilepaskan oleh PT. Dion
Farma Abadi. Perusahaan ada dua yaitu PT. IGP Internasional Klaten dan
PT. Dion Farma Abadi yang melepaskan tanah Hak Milik dari pemegang
Hak Milik.
b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini
ada dua macam dan diambil secara Purposive Sampling baik bekas
pemegang Hak Milik maupun humas perusahaan yang dapat ditemui dan
memberi informasi. Sampel pertama yaitu pemegang Hak Milik yang
diambil 10% dari 19 pemilik tanah yang tanahnya diperlukan oleh PT.
IGP Internasional dan 10% dari 16 pemilik tanah yang tanahnya
diperlukan oleh PT. Dion Farma Abadi. Sampel kedua adalah perusahaan
yang memperoleh tanah Hak Milik yang dilepaskan dan memperoleh
tanah Hak Guna Bangunan antara tahun 2010 tahun 2012.

6. Responden dan Narasumber
a. Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah empat orang yaitu dua

orang bekas pemegang Hak Milik yang melepaskan Hak Miliknya untuk

PT. IGP Internasional dan PT. Dion Farma Abadi dan dapat ditemui oleh
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peneliti, dan dua orang merupakan humas dari PT. IGP Internasional dan
PT. Dion Farma Abadi.
b. Narasumber
Narasumber dalam penelitian ini adalah :
1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Bapak Drs. Agung
Taufik Hidayat, M.M;
2) Ibu Notaris & PPAT Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn;
3) Ibu Notaris & PPAT Ni Ketut Sri Parwarti, S.H., M.Kn.
7. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini
merupakan analisis kualitatif yaitu analisis data yang didasarkan pada
pemahaman, pengkajian dan pengelolaan data yang dikumpulkan secara
sistematis yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada
responden, dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber, dan hasil
penelitian kepustakaan. Untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini
dipergunakan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan yang
berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya khusus dan berakhir dengan
suatu kesimpulan berupa asas umum.
H. Sistematika Penulisan
BABI| :PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian,

Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.
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BAB 11

BAB Il

: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Hak

Guna Bangunan, dan Hasil Penelitian.

: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan baik oleh PT. IGP
Internasional Klaten maupun PT. Dion Farma Abadi adalah Tanah Negara yang
berasal dari Hak Milik yang telah dilepaskan hak nya. Hal ini sesuai dengan
Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 21 Tahun 1994
tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman
modal. Pihak perusahaan dapat mengajukan pendaftaran permohonan Hak Guna
Bangunan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten setelah memiliki Izin
Lokasi. Dalam proses pendaftaran permohonan Hak Guna Bangunan, bidang
tanah yang telah dikuasai secara fisik oleh perusahaan dengan bukti kepemilikan
berupa Letter C langsung didaftarkan dan dilepaskan hak nya menjadi tanah
negara. Untuk bidang tanah yang telah dikuasai secara fisik oleh perusahaan
dengan bukti kepemilikan berupa sertipikat Hak Milik, bidang tanah tersebut
langsung dilepaskan hak nya menjadi tanah negara. Bidang tanah yang telah
menjadi tanah negara segera dimohonkan kembali hak nya oleh perusahaan
untuk menjadi Hak Guna Bangunan. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UUPA jis
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam
Rangka Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2
Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973.

B. Saran
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Perlu regulasi dan piranti yang memadai dan terpadu mengenai proses
croping di Kantor Pertanahan sampai dengan diterbitkannya Izin Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar

waktu yang diperlukan untuk proses pengeringan menjadi lebih singkat.
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